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PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARA KAT (PKBM) BINA NUSAN FARA
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BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kcpe@a lembaga
pendidikan Nonformal dalam memberikan layanan pendidikan kgi::vada
masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional Lembaga Pcndldlk_an
Nonformal  Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bma
Nusantara;

bahwa penerbitan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal,
sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Pesisir Selatan tentang Izin Operasional [embaga Pendidikan
Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)Bina Nusantara,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kapupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera
Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25)
Jis undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957), Undang-undang Nomor 58 Tahun
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5462);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra
Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
45, Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670):

Petatu{an Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota;
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REKOMENDASI
Nomor : 420/ $80/DPK/PAUD-DIKMAS/2020

Berdasarkan hasil pengamatan dan verifikasi lapangan terhadap keberadaan
kredibilitas dan aktivitas lembaga dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran serta
rekomendasi Wali Nagari Ampiang Parak Kec. Sutera Nomor : 140/422/SR/WN-AP/VIII-
2020 Tanggal 4 Agustus 2020 perihal Rekomendasi Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM), dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : PKBM BINA NUSANTARA

Program : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Ketua Pengelola : ANDIKA PUTRA

Alamat : J1 Safe’i Padang Lawe, Kenagarian Ampiang Parak

Kecamatan. Sutera Kabupaten.Pesisir Selatan

Untuk mengajukan Izin Pendirian Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM) dengan masa berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian
Satuan Pendidikan Non Formal.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
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